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TENTANG

P ffi ffi CI MA ru PE M tsE ITTU KAT{ I{AFITOR SAMSAT PE lt{ BANTU
PADA FUS&T PER.BEIAFI]AAI{ PAil TOKO MODERfl

trfiS{ffiAN RA}IMAT TUHAN VAIIG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA

fienimbang : a. bahwa untuk mernudahkan pelaianan penerimaan dari sektor PKB dan

BBN-KB dari masyarakat, perlu membentuk Kantor SAMSAT Pembanfu

pada Pusat Perbelanjaan Modem.

b. bahwa untgk memenuhi makud sebagaimana tersebut pada huruf b

perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nornor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Propinsi Aceh dan perubahan peraturan pembentukan Propinsi

Sumetar Utara jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Propinsi ;

2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Undang -
UndanE Nomor 34 Tahun ?000 ;

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinbhan Daerah

sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor I Tahun 2005

tentang Penetapan Perahtran Pemerintah pengganti Undang - Undang

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang -
Undang;

4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2ffi1 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

5" Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah f-lomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
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raSai 1

Dalam Peraturcn ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur $umatera Utara.

?. Dinas adalah Dlnas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.

3. Kepala Dinas adalalr i(epala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Surnatera

Utara.

4. $istenr Administrasi Flanunggal dl Bawah satu Atap yang selanjutnya

disebut sAt\{sAT adalah tempat pengurusan penerbitan surut randa

Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor,

Tanda Flomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Eermotor

dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kenclaraan

Bermctor seda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

5. Pusat Perbelanjaan adalah suahi area tertentu yang terdiri dari satu atau

bebarapa bangunan yang didirikan secara vertikal rnaupun horizontai,

yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri

untuk nrelakukan kegiatan perdagangan barang.

6. Toko l'4odern adalah toko dengan sistenr pelayanan mandiri, menjuai

berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket,

$upermarket, Departrnent Store, Hypermarket ataupun grosir yailg

berbentuk perkulakan.

Pasal ?

Dalam rangka lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat

dan sekaligus untuk lebih meningkatlun penerimaan dari seKor PKB dan

BBN-KB dapat dibentuk Kantor SAMSAT Pembantu pada Pusat Perbelanjaan

dan Toko Modern.

Pasal 3

Tata Kerja dan wilayah kerja Pelayanan Kantor SAMSAT Pembantu

pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana dimaksud pasal ?

ditetapkan oleh Tim Pembina SAMSAT Provinsi Sumatera Uhra dengan

rnempedomani ketenfuan peratumn perundang - undengan yang berlaku.

Pasal 4

Biaya yang tirnbul dalam pelaksanaan Perafuran Gubemur ini

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Sumatera Utara dan dibantu FT. Jasa Raharja (Persero) Cabang $umaterc

Utara,

Fasal 5



Pasal 5

Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan Peraturan ini,

kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 6

Hal hal yang belum diatur

sepanjang teknis operasional diatur lebih

Dinas.

dalam Peraturan Gubernur ini,

lanjut dengan Keputusan Kepala

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 April 2008

GUBERNUR SUMATEM UTARA

dto

RUDOLF M. PARDEDE

Di undangkan di Medan
pada tanggal 29 Aprll 2008

BERTTA DAEMH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2OO8 NOMOR 12


